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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020,
serta Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN
No0.4916), PP 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533) sebagaimana telah
diubah dengan PP 28 Tahun 2020 ( LN Tahun 2020 No.142, TLN No.6523), Perpres 32
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.46), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98),
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemanfaatan BMN dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat penetapan status
Penggunaan. Bentuk Pemanfaatan BMN berupa Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG, KSP!,
dan KETUPI. Penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi
Pemerintah dan/atau masyarakat. Pihak yang dapat meminjampakaikan BMN Pengelola
Barang, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang; Pengguna Barang dengan
persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang. KSP
dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN,
meningkatkan penerimaan negara, dan/atau memenuhi biaya operasional, pemeliharaan,
dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap BMN. BGS/BSG dilakukan dengan
pertimbangan Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam
rangka penyelenggaran tugas dan fungsi dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyediaan bangunan dan fasilitas
tersebut. KSPI dilaksanakan dalam hal terdapat BMN yang menjadi objek kerja sama
pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. KETUPI dilakukan dengan
tujuan optimalisasi BMIN, meningkatkan fungsi operasional BMN, dan mendapatkan
pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. PMK 78/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 588);

b. PMK 164/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 1143) sebagaimana telah diubah
dengan PMK 65/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 638); dan

c. PMK 57/PMK.06/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 540),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2020.



